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ABSTRACT 

 

At the beginning of 2020, the world was shocked by the outbreak of the 

corona virus (Covid-19) which infects almost all countries in the world. WHO 

since January 2020 has declared the world to be in a global emergency regarding 

this virus. In Indonesia, the Government has issued a disaster emergency status 

through Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of 

Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

as a National Disaster. However, the Indonesian people still take this virus 

lightly, by not heeding the government's appeals, which has led to a higher 

number of positive Covid-19 patients, until the issuance of Government 

Regulation (PP) No. 12 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the 

context of Accelerating the Handling of the 2019 Corona Virus Diseas (Covid-

19). The issuance of the PP was followed by all local city/district governments 

throughout Indonesia, including the Surabaya City Government, with the issuance 

of Surabaya Mayor Regulation Number 16 of 2020 concerning Large-Scale Social 

Restrictions. Judging from Rescoe Pound's legal theory on legal engineering, 

which states that the law is made to change the habits or social culture of the 

community itself, in order to achieve certain goals. This PSBB regulation should 

be a tool to change people's habits from being ignorant in implementing health 

protocols to being obedient to implementing the 3 M (wearing masks, maintaining 

distance, and avoiding crowds) to prevent the spread of the Covid-19 virus. 

Keyword: Covid-19 Virus. Large-Scale Social Restrictions. Surabaya Mayor. 

National Disaster. 

 

 

ABSTRAK 

 

Pada iawal itahun i2020 iini, idunia idikejutkan idengan iwabah ivirus 

corona i(Covid-19) iyang menginfeksi ihampir iseluruh inegara idi idunia. iWHO 
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semenjak iJanuari 2020 itelah menyatakan idunia imasuk ike idalam idarurat 

global iterkait ivirus iini. Di iIndonesia isendiri Pemerintah itelah imengeluarkan 

status idarurat ibencana melalui iKeppres iNomor i12 iTahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) Sebagai Bencana Nasional. Namun demikian, masih masyarakat Indonesia 

iyang menganggap ienteng ivirus iini, idengan itidak mengindahkan himbauan-

himbauan pemerintah, yang menyebabkan semakin tingginya angka pasien positif 

Covid-19, hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12iTahun 2020 

itentang iPembatasan iSosial Berskala iBesar idalam irangka iPercepatan 

Penanganan iCorona iVirus iDiseas i2019 i(Covid-19). Terbitnya PP tersebut, 

diikuti oleh seluruh pemerintah daerah kota/ kabupaten se-Indonesia, tak 

terkecuali Pemerintahan Kota Surabaya, dengan dikeluarkannya Peraturan 

Walikota iSurabaya iNomor i16 iTahun i2020 itentang iPembatasan iSosial 

Berskala Besar. Dari hasil kajian disimpulkan Kebijakan Pemerintah iKota 

iSurabaya dalam melaksanakan iPeraturan Walikota iSurabaya iNomor i16 

iTahun 2020 itentang Pembatasan iSosial iBerskala iBesar menjadi pilihan utama 

pemerintah kota Surabaya dalam menangani dan meminimalisir penyebaran covid 

19.  

KUNCI: Virus Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar. Perwali Surabaya. 

Bencana  Nasional 

 

PENDAHULUAN 

Pada iawal itahun i2020 iini, idunia idikejutkan idengan iwabah ivirus 

icorona i(Covid-19) iyang imenginfeksi ihampir iseluruh inegara idi idunia. 

iWHO isemenjak iJanuari i2020 itelah imenyatakan idunia imasuk ike idalam 

idarurat iglobal iterkait ivirus iini. i 

Ini imerupakan ifenomena iluar ibiasa iyang iterjadi idi ibumi ipada 

iabad ike i21, iyang iskalanya imungkin idapat idisamakan idengan iPerang 

iDunia iII, iterhitung imulai itanggal i19 iMaret i2020 isebanyak i214.894 

iorang iterinfeksi ivirus icorona, i8.732 iorang imeninggal idunia idan ipasien 

iyang itelah isembuh isebanyak i83.313 iorang. i 

Di iIndonesia isendiri iPemerintah itelah imengeluarkan istatus 

idarurat ibencana iterhitung imulai itanggal i29 iFebruari i2020 ihingga i29 

iMei i2020 iterkait ipandemi ivirus iini idengan ijumlah iwaktu i91 ihari. 

Dengan iskala itransmisi ipenyebaran iyang ibegitu itinggi idan icepat, 

ipada itanggal i13 iApril i2020 ilau, imelalui iKeppres iNomor i12 iTahun i2020, 

iPresiden isecara iresmi imengumumkan ibahwa ivirus iCovid-19 itelah imenjadi 

isuatu  bencana inasional. idata iterakhir iper iawal iSeptember imenunjukkan 

ibahwa ijumlah ipenyebaran iCovid-19 isebesar i194.109 iorang. 
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PSBB iitu isendiri imerupakan isingkatan idari iPembatasan iSosial 

iBerskala iBesar iyang idianggap imampu imempercepat penanggulangan 

isekaligus imencegah ipenyebaran icorona iyang isemakin imeluas idi 

iIndonesia. iPresiden iJoko iWidodo i(Jokowi) itelah imenekan iPeraturan 

iPemerintah i(PP) iNomor i21 iTahun i2020 itentang iPSBB idalam irangka 

ipercepatan ipenanganan icoronavirus idisease i(Covid-19) ipada i31 iMaret 

i2020 ilalu. 

Sementara iitu, iMenteri iKesehatan i(Menkes) iTerawan iAgus 

iPutranto ijuga iturut imenerbitkan iPeraturan iMenteri iKesehatan i(PMK) 

iNomor i9 iTahun i2020, iyang imengatur isekaligus imerincikan iPP iNomor 

i21 iTahun i2020. iPMK itersebut itelah iditetapkan ioleh iMenkes ipada 

iJumat, i3 iApril i2020. 

Di idalam iaturan iPMK iNomor i9 iTahun i2020 ipasal i2, ibahwa 

iuntuk idapat iditetapkan isebagai iPSBB, imaka isuatu iwilayah 

iprovinsi/kabupaten/kota iharus imemenuhi idua ikriteria. iPertama, iyaitu 

ijumlah ikasus iatau ikematian iakibat ipenyakit imeningkat idan imenyebar 

isecara isignifikan isecara icepat ike ibeberapa iwilayah. 

Sementara ikriteria ikedua iadalah ibahwa iwilayah iyang iterdapat 

ipenyakit ijuga imemiliki ikaitan iepidemiologis idengan ikejadian iserupa 

iyang iterdapat idi iwilayah iatau inegara ilain. iDari ikedua ikriteria iitulah 

ipada inantinya iMenkes idapat imenentukan iapakah iwilayah iatau idaerah 

itersebut ilayak iuntuk iditerapkan iPSBB iatau itidak. 

Kebijakan iini idiharapkan imampu imenjadi isenjata ibaru ibagi ipemerintah 

ikota idan iwarga iSurabaya idalam imenanggulangi iwabah iini,  

Sejak i28 iApril i2020, iWalikota iSurabaya itelah imemutuskan iuntuk 

imenerapkan i tindakan ikekarantinaan ikesehatan iberupa iPSBB idi iKota iSurabaya 

iuntuk imenekan ilaju ipenyebaran iCovid-19. iKeputusan iini idianggap ikontroversial 

ikarena idapat imemukul ibasis iperekonomian imasyarakat, itetapi ibanyak 

ipemerintah idaerah idalam iperkembangannya imengadopsi ilangkah iyang isama idan 

imenjadikan ipenanganan iCovid-19 idi iKota iSurabaya isebagai irole imodel 

ikebijakan iPSBB idi imasing-masing idaerah. 

Dengan iditerapkannya iPSBB, ikhususnya idi iKota iSurabaya, 

idiharapkan ihal iini idapat imencegah isekaligus imemperlambat ipenyebaran 
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ivirus icorona idi iSurabaya ikhususnya, idan iseluruh iwilayah idi iIndonesia 

iumumnya. iSelain iitu, iBerbeda idengan ihimbauan isocial idistancing, 

iPSBB idapat idikatakan imenerapkan iperaturan iyang ijauh ilebih iketat 

iuntuk imasyarakatnya. 

Atas idasar iitulah, ipeneliti ibermaksud iuntuk imengadakan ikajian 

iberupa ipenelitian itentang iKebijakan Merubah Kebiaaan Masyarakat Kebijakan 

Merubah Kebiasaan Masyarakat Dengan Menerapkan Standart Protokoler 

Pencegahan Virus Covid-19 Melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 

Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar I 

Peneliti iakan imenggunakan imetode iyuridis inormatif idengan 

imelakukan ikajian ihukum idari iPeraturan iWalikota iSurabaya iNomor i16 

iTahun i2020 itentang iPembatasan iSosial iBerskala iBesar, iyang idipadukan 

idengan iliterasi ikepustakaan iterkait idengan idampat idari ipenerapan idan 

ipelaksanaan iPSBB idi iKota iSurabaya. 

PEMBAHASAN 

A. Kebijakan hukum Pemerintah Kota Surabaya dalam Melaksanakan 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar.  

Pemkot imelalui iHumas iSurabaya imeminta iwarga iuntuk 

imelaksanakan ihimbauan ipemerintah ipusat iseperti imelakukan ikegiatan idi 

irumah isaja, imenjaga ijarak idengan iorang ilain, itidak iberjabat itangan, 

iberpelukan, iatau imelakukan ikontak ifisik, iserta imelipat ikarpet idi itempat-

tempat iibadah. Sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan Iwalikota 

Isurabaya Inomor I16 Itahun I2020 Bab IV pasal 5 ayat 2 dan 3, Pembatasan 

Sosial Berskala Besar dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah 

yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di 

daerah. Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib: 

a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir 

atau pembersih tangan (hand sanitizer) dan perilaku hidup bersih sehat 

(PHBS);  

b. menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling 

sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan 
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melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai 

protokol kesehatan bagi: 

1) Orang Tanpa Gejala (OTG) 

2) Orang Dalam Pemantauan (ODP); 

3) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau 

4) Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala. 

Pembatasan sosial ini dilakukan di seluruh wilayah yang diduga banyak 

terinfeksi virus Covid-19, husunya untuk wilayah Pemerintah Kota Surabaya 

memeberlakukan PSBB yakni dikarenakan terus meningkatnya jumlah 

penderita covid-19 dan terdapat kluster baru penyebaran covid-19 sehingga 

mengharuskan untuk  memberlakukan PSBB dirasa sangat tepat. Pembatasan 

Sosial Berskala Besar merupakan salah satu kebijakan untuk pencegahan dan 

pengendalian kasus orang yang terinfeksi virus covid-19 dengan menganjurkan 

orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung 

dengan orang lain. Ketika menerapkan PSSB, seseorang tidak diperkenankan 

untuk pergi dan menggunakan fasilitas umum yang terdapat banyak orang yang 

berisiko tinggi untuk menularkan Covid-19 

Penerapan iyang idilakukan idiataranya imengurangi isegala iaktivitas idiluar 

irumah, iAktivitas itersebut idiharapan idapat imemutus irantai ipenyebaran icorona, 

imaka iPemerintah imengambil ikebijakan imeliburkan isekolah-sekolah, ikampus- 

ikampus imenerapkan ionline iworking, idan istay iat ihome, ipembatasan ikegiatan idi 

itempat iumum ihingga isampai ipada ipembatasan ikegiatan ikeagamaan. 

Kebijakan iini idiharapkan imampu imenjadi isenjata ibaru ibagi ipemerintah 

ikota idan iwarga iSurabaya idalam imenanggulangi iwabah iini, iKebijakan idalam 

iilmu imanajemen imerupakan imetode itindakan iyang idipilih iuntuk imembimbing 

idan imenentukan ikeputusan isekarang idan imasa idepan. iTentunya ikebijakan 

iPembatasan iSosial iBerskala iBesar i(PSBB) iyang idiresmikan ioleh ipemerintah 

imenjadi icara ijitu idalam imenangani ikasus iwabah ipandemic iini. 

Sejak i28 iApril i2020, iWalikota iSurabaya itelah imemutuskan iuntuk 

imenerapkan i tindakan ikekarantinaan ikesehatan iberupa iPSBB idi iKota iSurabaya 

iuntuk imenekan ilaju ipenyebaran iCovid-19. iKeputusan iini idianggap ikontroversial 

ikarena idapat imemukul ibasis iperekonomian imasyarakat, itetapi ibanyak 

ipemerintah idaerah idalam iperkembangannya imengadopsi ilangkah iyang isama idan 
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imenjadikan ipenanganan iCovid-19 idi iKota iSurabaya isebagai irole imodel 

ikebijakan iPSBB idi imasing-masing idaerah. 

Dengan iditerapkannya iPSBB, ikhususnya idi iKota iSurabaya, 

idiharapkan ihal iini idapat imencegah isekaligus imemperlambat ipenyebaran 

ivirus icorona idi iSurabaya ikhususnya, idan iseluruh iwilayah idi iIndonesia 

iumumnya. iSelain iitu, iBerbeda idengan ihimbauan isocial idistancing, 

iPSBB idapat idikatakan imenerapkan iperaturan iyang ijauh ilebih iketat 

iuntuk imasyarakatnya. 

Meski itelah iditetapkan imelalui iPeraturan iWalikota iSurabaya 

iNomor i16 iTahun i2020 itentang iPembatasan iSosial iBerskala iBesar, 

inamun idalam ipelaksanaanya ibanyak imenuai ipro idan ikontra idari 

imasyarakat. iBahkan iTri iRismaharini iselaku iWalikota iSurabaya isempat 

imenolak idan idan imeminta iGubernur iJawa iTimur iuntuk itidak 

idiperpanjang iwaktu ipelaksanaan iPSBB idi iKota iSurabaya, idengan ialasan 

iekonomi. 

Menghadapi ikondisi itersebut, iPemerintah iIndonesia itelah 

imengupayakan isejumlah ihal iuntuk imemutus imata irantai ipenyebaran 

ivirus iini isekaligus imengurangi iresiko isosial, iekonomi idan ipolitik iyang 

iditimbulkannya. iSelain idiperlukan isuatu ikeputusan ipolitik iyang ikuat, 

iinstrumen ikebijakan iyang iefektif ijuga imenjadi iprasyarat iutama iyang 

itidak ibisa idiabaikan. 

Oleh ikarenanya, ipemerintah iIndonesia, imelalui iPresiden 

imengeluarkn isetidaknya i9 i(sembilan) iproduk ihukum iyang imejadi iacuan 

idari ikebijakan ipenanganan icovid-19. i 

Kesembilan iinstrumen iitu iberupa i1 (satu) iPeraturan iPemerintah 

Pengganti iUndang-Undang i(Perppu), i1 i(satu) iPeraturan iPemerintah i(PP), 

1(satu) iInstruksi iPresiden i(Inpres), i2 i(dua) iPeraturan iPresiden i(Perpres) 

idan i4 i(empat) iKeputusan iPresiden i(Keppres). i 

Semua iinstrumen ikebijakan itersebut iditujukan iuntuk imerespon 

ieskalasi imasalah iyang idisebakan ioleh ipandemi ipada iaspek iyang iberbeda-

beda, ibaik ipada iaspek ikesehatan imasyarakat isecara iumum, iadministrasi 
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ipemerintahan, ikeuangan, imaupun ipolitik idan ipenguatan ikewenangan 

ibirokrasi ipemerintahan. i 

Produk-produk ihukum isemacam iini imengacu ipada iUU iNo i6 

iTahun i2018 itentang iKekarantinaan iKesehatan i(UU iKekarantinaan 

iKesehatan) iyang imemuat ibeberapa ipilihan ikebijakan iyang idapat idiambil 

ioleh ipemerintah ipusat idan idaerah idalam imenghadapi ipandemi iCovid-19.  

Dari ikesembilan ikebijakan itersebut, ifokus idari ipembahasan iartikel 

iini iadalah imengenai ikebijakan iPembatasan iSosial iBerskala iBesar i(PSBB) 

iyang iterdapat ipada iPP iNo21 iTahun i2020 itentang iPembatasan iSosial 

iBerskala iBesar idalam irangka iPercepatan iPenanganan iCorona iVirus 

iDisease 2019 i(Covid-19). 

Meskipun ibeberapa iupaya itelah idilakukan ioleh ipemerintah 

iIndonesia iuntuk imenekan iangka ikenaikan iinfeksi ivirus idan imengurangi 

iresiko idari ipenyebaran iCovid-19 ibaik imelalui itindakan ikuratif idan 

ipreventif, ihingga isaat iini ibelum iterlihat ihasil iyang icukup imemuaskan.  

Sebaliknya, idalam isejumlah ilaporan, iIndonesia ijustru imasuk 

isebagai isalah isatu inegara idengan ikategorisasi imorbiditas idan imortalitas 

iCovid-19 paling itinggi idi idunia. iLaporan imajalah iForbes iyang iberjudul 

i‘Deep iAnalysis iof iGlobal iPandemic iData iReveals iImportant iInsight’ 

iyang imenganalisis idalam ibentuk iperingkat ipenangangan iCovid-19 idi 

iseluruh idunia itelah imenempakan iIndonesia ipada ikategori resiko itinggi 

idan iberada ipada iperingkat ike i17 idari i20 inegara iyang iberada ipada 

iketegori iyang isama i(forbes.com, i2020). i 

Laporan itersebut isetidaknya imenggambarkan ibahwa ipenanganan 

iyang idilakukan ioleh ipemerintah ipusat dan ipemerintah idaerah ikhususnya 

idalam ihal ipenanganan idalam ifasilitas ikesehatan imaupun imanejemen 

ipemerintahan isecara iumum, imasih icukup irendah idan ijauh idari istandar 

ipenanganan iglobal. 

Salah isatu iyang imenjadi ipersoalan ikurang iefektifnya 

ipenangananan ipandemi iini iadalah iperbedaan ilangkah ikebijakan iantara 

ipemerintah ipusat idengan idaerah. iTerdapat ipermasalahan ikoordinasi 

iterutama idi ilevel idaerah idimana ibelum iterdapat ikewenangan iyang 
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icukup ijelas idalam ipenanganan iCovid-19 imeskipun ipemerintah ipusat 

itelah imemberikan isejumlah ipilihan ikebijakan isebelumnya. 

Hal iini iyang ikemudian imenyebabkan ibanyak ikepala idaerah 

icenderung imengambil ikebijakan iyang ibervariasi idan iberbeda isatu isama 

ilainya. iKondisi iini ikemudian imembuat idampak iyang idihasilkan ijuga 

iberbeda idan ibahkan ijauh idari iyang idiharapkan. iHal iinilah iyang ijuga 

iberlangsung idi ikota iSurabaya idimana itingkat itransmisi ipenularan isulit 

idikendalikan. i 

Sementara ikebijakan ipenanganan idan isosialisasi iterus dimobilisasikan 

ioleh iseluruh ilapisan ipemerintahan, ipenelitian iterhadap ipenanganan ipandemi 

iCovid-19 ijuga imulai igencar idilakukan idikalangan icivitas iakademika iuntuk 

imembantu ipemerintah imenekan ilaju ipenyebaran idi ilevel inasional idan idaerah. 

iBeberapa itopik iyang imenarik iminat iperdebatan idiantaranya iadalah itopik 

iseputarrelasi iantara ikebijakan ipusat idengan idaerah. i 

Dzakwan i(2020) imisalnya, imencoba iuntuk imengevaluasi ikebijakan 

isentralisasi ipemerintah idalam ipenanganan iCovid-19. iMenurutnya, iupaya 

ipemerintah idalam ipenangan iyang itepusat imenjadi ibiang ipersoalan ipenanganan 

iyang ikurang iefektif. iPenelitian ijuga imencoba iuntuk imengukur ikesiapan 

isejumlah idaerah, iterutama isecara ikapasitas ipelayanan ikesehatan. I

 Penelitian iImas iNovita iJuaningsih idkk i(2020) imenegaskan ibahwa ijaminan 

iterhadap ikesejateraan imaupun ikeamanan iuntuk imasyarakat itelah idilakukan ioleh 

ipemerintah iyakni imelalui ikebijakan iPSBB iyang idiamanatkan UU iKekarantinaan 

iKesehatan. iPenelitian itersebut imenemukan ibahwa ipenanganan iCovid-19 itidak 

ibegitu efektif ikarena imasyarakat ibelum isepenuhnya imemahami iurgensi idari 

ikondisi idarurat ikesehatan. iUpaya ikelembagaan idalam ibentuk isosialisasi, 

idemikian irekomendasi ipenelitian iitu, iharus igencar idilakukan iuntuk 

imeningkatkan ikesadaran iterhadap ibahaya iCovid-19. 

UU imemberikan ikewenangan iyang ikuat ikepada ipemerintah ipusat 

iuntuk imenetapkan idan imencabut istatus idarurat ikesehatan ipublik, 

imemenuhi ikebutuhan ilogistik iwarga iselama ikarantina idiberlakukan idan 

imembatasi idan imenutup iakses ikeluar idan imasuk idari iluar inegeri 
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imaupun iantar idaerah iregional iguna imengurangi iresiko itransmisi 

ipenyakit.  

Dasar ihukum iinilah iyang imenginisiasi ipenetapan ikondisi iluar ibiasa 

ioleh iPresiden iJoko iWidodo imelalui iKeppres iNo i11 iTahun i2020 itentang 

iPenetapan iKedaruratan iKesehatan iMasyarakat iCorona iVirus iDisease 

i2019 i(Covid-19). 

Salah isatu ifitur ipenting iyang iperlu idicermati idalam iUU 

iKekarantinaan iKesehatan iadalah itindakan ikarantina ikesehatan iyang idapat 

idi iambil ioleh ipemerintah ipusat idan idaerah iuntuk imemutus irantai 

ipenyebaran ivirus. i 

Pasal i15 iayat i(2) imengkategorisasi itindakan ikarantina ikesehatan 

isecara ifakultatif iyang idapat iberupa: i(a) ikarantina, iisolasi, ipemberian 

ivaksin iatau iprofilaksis, irujukan, idisinfeksi, idan/atau idekontaminasi 

iterhadap iorang isesuai iindikasi; i(b) ipembatasan isosial iberskala ibesar 

i(PSBB); i(c) idisinfeksi, idekontaminasi, idisinseksi idan/atau ideratisasi 

iterhadap ialat iangkut idan ibarang; i dan/atau; i(d) ipenyehatan, ipengamanan 

idan ipengendalian iterhadap imedia ilingkungan. i 

Secara iumum, ikarantina iwilayah i(lockdown) isaat iini itengah 

idipraktikkan ibanyak inegara iguna imengendalikan ipenularan iCovid-19 

idengan imemutus ikontak ilangsung idunia iluar idari iepisentrum ipenyebaran 

ipenyakit. iKarantina iwilayah imenjadi isalah isatu ipilihan ikebijakan 

istrategis iyang isangat ipenting iuntuk imengamankan ipopulasi idiluar 

iwilayah iepisentrum isehingga imemungkinkan ipengendalian idan 
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ipenanganan iefektif ipasien ilewat itindakan imedis iyang idirekomendasikan 

ioleh ikomunitas iprofesi imedis idan iWHO. i 

Pasal i55 iayat i(1) iUU itersebut imembebankan ikewajiban ipemenuhan 

ikebutuhan ihidup ibagi isetiap iorang idan ihewan- ihewan iternak idi wilayah 

ikarantina ikepada ipemerintah ipusat iyang idapat imelibatkan ipemerintah 

idaerah idan ipihak-pihak iterkait. iKetentuan isemacam iini imenimbulkan 

ikewajiban ihukum ikepada ipemerintah ipusat iuntuk imere-alokasikan 

isumber idaya ikeuangan inegara iketika ipandemi itengah iterjadi ikarena 

istatus idarurat ikesehatan ipublik iyang idiberlakukan imengharuskan 

imasyarakat imembatasi iaktivitas idi iluar irumah iguna imengurangi iresiko 

itransmisi ivirus. 

Selain iitu, ikarantina iwilayah ijuga iberarti ipembatasan ikebebasan 

idan ipengurangan ihak iwarga iuntuk ibergerak ibebas iyang ipelaksanaannya 

iharus idi idasarkan ipada iprinsip isiracusa idalam ihukum ihak iasasi imanusia 

iinternasional. iPrinsip iini imenekankan ibahwa ipembatasan ikebebasan iharus 

ibersifat ilegal, iproporsional idan idilakukan idengan icara iyang ipaling iwajar 

iguna imencegah ipelanggaran idan itindakan isewenang-wenang. 

Meskipun idemikian, itindakan ikarantina iwilayah isebagaimana iyang 

idipraktikkan ibanyak inegara itidak idipilih idengan imempertimbangkan 

ibesarnya ialokasi isumber idaya iyang iharus idikeluarkan iuntuk imemastikan 

ikebutuhan-kebutuhan idasar iterpenuhi. iBanyak idaerah isecara isporadis 

imengambil ikebijakan iPSBB idengan itingkatan itindakan iyang iberagam 

iyang idipandang ilebih isesuai idengan ikondisi ikeuangan idan imasyarakat. 
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Pasal i59 iayat i(3) iUU iKekarantinaan iKesehatan imenyebutkan 

ibahwa iPSBB imeliputi ipaling isedikit ipenghentian isementara ikegiatan 

isekolah idan ipertemuan idi itempat ikerja iuntuk imenghindari ikerumunan, 

ipembatasan ikegiatan ikeagaamaan idan ipembatasan ikegiatan idi itempat 

iumum. i 

Pada i31 iMaret i2020, iPemerintah imenerbitkan iPP iNo i21 iTahun 

i2020 itentang iPembatasan iSosial iBerskala iBesar idalam iRangka 

iPercepatan iPenanganan iCorona iVirus iDisease i2019 i(Covid-19) idimana 

iPemerintah iDaerah, itermasuk iKota iSurabaya, idapat imelakukan iPSBB 

iyang iharus ididasarkan ipada ipertimbangan iepidemologis, ibesarnya 

iancaman, iefektivitas, idukungan isumber idaya, iteknis ioperasional, 

ipertimbangan ipolitik, iekonomi, isosial, ibudaya, ipertahanan idan ikeamanan. 

Seperti iyang iakan ikita ilihat ipada ibagian iselanjutnya, ibeberapa 

ipilihan ikebijakan iyang idiadopsi idalam iUU iKekarantinaan iKesehatan 

imengharuskan iPemerintah iKota iSurabaya imengambil itindakan ikarantina 

iyang iefektif imengingat ikawasan iKota iSurabaya idan iJawa iTimur ipada 

iumumnya imerupakan iwilayah idengan itingkat ipenularan ipaling itinggi. i 

Ada itiga itantangan idan ihambatan iyang ipaling imenonjol idalam 

ipenanganan ipandemi ivirus iCovid-19 idi iKota iSurabaya iyang ijuga 

imerupakan imasalah iumum iyang idihadapi ipemerintah idaerah ipada 

iumumnya, iyaitu imasalah ikeuangan, ipenegakan ihukum idan ikesadaran 

imasyarakat. 

B. Pilihan iKebijakan idalam iPeraturan iWalikota iSurabaya iNomor i16 

iTahun i2020 itentang iPembatasan iSosial iBerskala iBesar 
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Kebijakan yang menjadi pilihan utama pemerintah walikota Surabaya dalam 

menangani dan meminimalisir penyebaran covid 19 adalah melakukan 

pembatas seluruh kegiatan yang ada di Surabaya, mulai dari belajar mengajar 

disemua tingkat Pendidikan dilakukan secara online atau daring, selain itu juga 

kegiatan yang dikategorikan sebagai mengundang masa yang menimbulkan 

perkumpulan dan dikhawatikan akan berakibat akan tertular  virus covid-19, 

mulai dari kegiatan keagaman, resepsi pernikahan, dan kegiatan umum yang 

lainnya. Pemerintah kota Surabaya sudah membuat peraturan tentang 

pembatasan yang berada dikota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan 

walikota Surabaya no 16 tahun 2020, yang disesuaikan dengan pemerintah 

pusat dikarenakan wewenang sepenuhnya seblum melaksanakan PSBB berada 

di pemerintah pusat untuk merapkan suatu aturan tentang penanggulangan 

virus covid-19. Peraturan dan perundang-undangan yang ada bukan hanya yang 

disahkan pada tahun saat pandemi ini melanda seperti produk hukum yang 

dibuat oleh pemerintah walikota Surabaya, melainkan banyak peraturan 

perundang-undangan sebelum pandemi covid-19 ini melanda, undang-undang 

yang secara umum membahas tentang  wabah  dan karantian Kesehatan sudah 

disahkan pada tahun 2018 karena saling berkaitan satu sama lain; 

Pada hakikatnya suatu perencanaan merupakan sebagai tindakan antisipasi 

yang dirancang untuk dilakukan pada masa depan. Perencanaan yang dilakukan 

terbagi menjadi berbagai macam baik itu dalam jangka waktu kurang dari satu 

tahun atau bahkan sampai pada sepuluh tahun ke depan, perencanaan yang 

dibuat merupakan sebuah peraturan walikota dengan tujuan memerangi covid-

19. Setelah beberapa prosedur dan syarat untuk bisa menerapkan peraturaan 

walikota surabya no 16 tahun 2020 dilalui maka kemudian peraturan tersebut 

diterpkan didalam mengatur kebiasaan baru yang ada di masyarkat. Beberapa 

peraturan yang yang diterapkan yaitu: 

1) Pemberhentian kegiatan belajar mengajar tatap muka  

Demi kemaslahatan Bersama kegiatan pendidikan disemua tingkatan 

akan dilaksanakan secara online, agar hak setiap peserta didik untuk 

mendapatkan Pendidikan yang cukup dan layak tetap deiberikan secara 
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maximal. Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan 

layanan Pendidikan selama darurat penyebaran Corona Virus Disease 

(COVID-19), proses pembelajaran dilaksanakan melalui penyelenggaraan 

Belajar dari Rumah (BDR) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran 

Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan 

Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-

19) yang diperkuat dengan SE Sekjen Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan BDR selama darurat Covid 19. 

2) Penghentian bekerja dikantor 

Istilah bekerja dari rumah atau work from home semakin tidak asing 

didengar oleh masyarakat Indonesia semenjak adanya pandemi Covid-19. 

Work from home adalah melaksanakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan di 

kantor untuk dikerjakan di rumah karyawan tersebut. Sehingga tidak harus 

berangkat ke kantor karena pekerjaan dapat diselesaikan di rumah. Work from 

home menurut Simarmata merupakan kegiatan mengerjakan pekerjaan dari 

rumah karyawan itu sendiri. Artinya pekerjaan kayawan bisa dikerjakan di 

rumah karena adanya hal yang membuat karyawan tidak diperkenankan untuk 

datang ke tempat kerja. Istilah istilah diatas merupakan rujukan  dalam hal 

untuk memahami bagaimana bekerja dari rumah karena efek dari  pandemi 

yang belum juga selesai, pemerintah kota Surabaya membuat peraturan agar 

setiap orang untuk melakukan pekerjaan kantornya dari rumah, dengan kata 

lain untuk hal-hal ataupun pekerjaan yang tidak urgen yang mendaapatkan 

lampu hijau dari peraturan yang ada. Peraturan tersebut tertulis didalam pasal 9 

Perwalikota Surabaya no 16 tahun 2020  
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3) Penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah 

peraturan pemerintah kota Surabaya tertuang dalam pasal 11 Perwalikota 

Surabaya no 16 tahun 2020; 

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara 

kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu. selama masa 

ini setiap kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan secara virual maka 

semuanya dialihkan secara virtual seperti dakwah tentang keagamaan, 

sedangkan untuk pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah disarankan 

untuk memabantu pemerintah walikota Surabaya dalam hal memberikan 

edukasi tentang pencegahan covi-19, selain itu juga pemerintah kota Surabaya 

menghimbau agar tetap menjaga kebersihan lingkungan rumah ibadah. 

Sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Surabaya 

untuk membatasi semua kegiatan mulai dari kegiatan social budaya, kegiatan 

ditempat maupun penggunaan fasilitas umum sampai juga pembatasan 

terhadap setiap moda transportasi antar kota yang diadakan penyekatan. Akan 

tetapi tidak semuanya dibatasi dengan aturan yang dibuat melainkan ada 

beberapa kegiatan yang diberikan kelonggaran Kegiatan tertentu yang tetap 

dilaksanakan selama PSBB meliputi:  

a. fasilitas pelayanan kesehatan;  

b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; 

dan  

c. aktivitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi Jawa Timur, dan Daerah.  

C. Kampung iTangguh iSebagai iUpaya iMembangun iSoliditas 

iMasyarakat 
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Hal iyang itidak ikalah ipenting idalam iupaya ipenanganan ipandemi 

icovid iadalah iaspek ikesadaran imasyarakat, iatau idengan ikata ilain 

idukungan idari imasyarakat. iPandangan iini imenekankan ibahwa isalah 

isatu ikunci ikeberhasilan ipenangan icovid iapabila imasyarakat i secara 

iumum i, ibukan isaja idapat imemahi isegala iinformasi itentang iresiko, itapi 

ijuga imentaati ianjuran ipenanganan itermasuk idi idalamnya iprogram-

program ipemerintah. i 

Sebagaimana iPrem iK. iLiu iY, iRussel iTW idkk i(2020) 

menjelaskan,bahwa iwarga idengan ikesadaran irendah iterhadap ipandemi iini 

iakan isangat irentan itertular iCovid-19. iKetika imasyarakat ikurang imemahami 

itentang iinformasi iseputar ipandemi iini, imaka ikemungkinan ipenyebaran 

iinformasi iyang isalah iakan ibesar. iDengan ihal iitu, iseseorang iakan isangat 

imungkin imengambil ikeputusan iyang ikontra-produktif iterhadap iprogram-

progam ipenagangan ipemerintah idan ilebih ilanjut isebagai iakibatnya iakan 

imembahayakan ikesehatannya isekaligus imasyarakat isecara iumum. 

Pada imulanya, ikesadaran imasyarakat iSurabaya iterhadap ivirus iini 

idapat idikatakan imasih icukup irendah. iHal iitu itercermin, isalah isatunya idari 

ihasil isurvei ipersepsi ipublik iyang idilakukan ibeberapa ilembaga. iSecara iumum 

isebanyak i59 ipersen iwarga isurabaya idapat idikatakan icenderung imenganggap 

iremeh iterhadap ipenyebaran ivirus icorona iini. i 

Jumlah itersebut ibersumber idari idua ipersepsi iyakni iwarga iyang 

imenganggap isangat ikecil itertular isebesar i36 ipersen, isedangkan iwarga iyang 

imenganggap ikecil iuntuk itertular isebesar i23 ipersen. ikendati isecara 

iperbandingan ipersentase ipersepsi iresiko ilebih ikecil idengan iDKI iJakarta iyang 

iberjumlah i77 ipersen, itidaklah imenjadikan ikondisi isurabaya ijauh ilebih ibaik. I

 Setidaknya ihal iitu iterbukti isejalan idengan itingkat ikumulasi ikasus 

iterkonfirmas idi iSurabaya, iantara iawal ibulan iJuni ihingga iawal ijuli, iyang 

isebelumnya iberjumlah i2, i633 ikasus imeningkat isecara idrastis imenjadi i5,957. 
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Menyiasati ihal itersebut, ipemerintah isurabaya imenggalakkan 

isejumlah iprogram iyang iditujukan, iterutama iuntuk isemakin imempekuat 

ikesadaran idan ipengawasan idari imasyarakat iterhadap ivirus icovid-19 idi 

isurabaya. iSalah isatu iprogram ikebijakan iandalan iPemkot isurabaya idalam 

imengatasi ihal iini iadalah imenginisiasi iterbentuknya i‘Kampung iTangguh iWani 

iJogo iSuroboyo’. i 

Secara ikonseptual, iprogram iini imerupakan iupaya ipelibatan 

imasyarakat isecara ilangsung, iatau idalam ihal iini, iunit iterkecil istruktur isosial 

idalam irangka ipenaganan ipenyebaran icovid-19 idi idaerah isekitar. iDalam 

iskemanya, iupaya idesiminasi iinformasi, ipencegahan ihingga ipenaganan ivirus 

icoronan iini idipusatkan ipada ilevel ikampung iatau iRW iyang imenjadi iujung 

itombak iaktivitas imasyarakat. ihal iini imerupakan iperwujudan idari ikonsep 

ipentahelix iyang imengkolaborasikan iunsur iseperti iforpimda, ipengusaha, 

iakademisi, imedia idan imasyarakat. i adapun ikegiatan iyang idilakukan iterbagi 

imenjadi iempat istruktur iutama: 

 

 

 

 

No Nama 

iSatgas 

Tugas iPokok 

1 Satgas 

iWani 

iSehat 

- Melakukan 

ipemantauan 

iterhadap iwarga 

iyang imenjadi 

ipasien iODP, 

iPDP, iOTG idan 

iKonfirmasi 

irawat ijalan. 

- Melakukan 

ipendataan 

iterhadap iwarga 
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iyang imemiliki 

iriwayat ikontak 

idengan ipasien 

- Sigap imelaporkan 

ikepasa 

ipuskesmas, 

ikelurahan, idan 

ikecamatan 

iapabila iterdapat 

iwarga iyang 

iterindikasi igejala 

icovid-19 

2 Satgas Wani iSejahtera - Memberikan 

ikebutuhan 

ipermakanan 

iwarga iyang 

imenjadi ipasien 

iODP, iPDP, 

iOTG idan 

iKonfirmasi 

irawat ijalan 

isesuai iyang 

isudah 

iditentukan. 

- Satgas imendata 

iwarga iterdampak 

iyang itidak 

imampu 

imemberikan 

ibantuan iterhadap 

iwarga iterdampak 

isecara igotong 

iroyong 

- Memastikan 

ibantuan isosial 

ipemerintah 

isampai ike 

ipenerima 

3 Satgas 

iWani 

iJogo 

-  Melakukan 

ipembatasan idan 

ipencatatan iorang 

idan ikendaraan 

iyang ikeluar 

imasuk i(one 

istage isystem) 

- Membuat ijadwal 

ijaga ikampung 

iuntuk isetiap 
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iwarga 

- Memantau idan 

imemastikan 

iwarga iyang 

imelakukan 

iisolasi imandiri 

iuntuk itidak 

ikeluar 

ilingkungan 

irumah ikecuali 

iuntuk ikeperluan 

ifasilitas 

ikesehatan. 

- Memastikan 

iwarga 

imenerapkan 

iprotokol 

ikesehatan 

- Bersama iwarga 

imelaksanakan 

ipenyemprotan 

idisinfektan 

isecara irutin 

4 Satgas Wani iNgandani - Memberikan 

iinformasi idan 

iedukasi ikepada 

iwarga iterkait 

ipencegahan idan 

ipenaganan 

icovid-19 

- Berkoordinasi 

idengan ipetugas 

iberwajib iyang 

imenangani 

icovid-19 

- Melaporkan 

iperkembangan 

ipenanganan 

ipasien iODP, 

iPDP, iOTG idan 

iKonfirmasi 

irawat ijalan 

imelalui iaplikasi 

ilawancovid19.sur

abaya.go.id 
Sumber: iHumas i2020 imelalui ilawan icovid19.surabaya.go.id idan iSurabayal 

iiputan6.com 
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Dari igambaran istruktur itugas isatgas idi iatas, iterihat ibahwa iupaya 

iPemerintah imenginisiasi ipembentukan ikampung itangguh iberfokus ipada idua ihal, 

iyani iselain imenjamin iketangguhan iekonomi imasyarakat iterdampak icovid inamun 

ijuga imenekankan ipada ikesadaran imasyarakat itentang ipentingnya imenjaga idiri 

idari ivirus iini. i 

Sebagaimana iyang idiungkapkan iIrvan iWidyanto i(2020) ibahwa igoal idari 

iadanya iprogram iini iadalah itumbuhnya ikesadaran iwarga itentang ibahaya icovid, 

isehingga iketika isudah isama-sama isadar, imereka itidak ilagi ikeluar irumah ijika 

imemang itidak ipenting, isadar idengan isendirinya imemakai imasker idan icuci 

itangan. Sebaran ikampung itangguh iwani ijogo isuroboyo ihingga ibulan iJuni ilalu 

isebanyak i451 ikampung idan iterus iberkembang. 

 

KESIMPULAN 

Kebijakan yang menjadi pilihan utama pemerintah walikota Surabaya dalam 

menangani dan meminimalisir penyebaran covid 19 adalah melakukan pembatas seluruh 

kegiatan yang ada di Surabaya, mulai dari belajar mengajar disemua tingkat Pendidikan 

dilakukan secara online atau daring, selain itu juga kegiatan yang dikategorikan sebagai 

mengundang masa yang menimbulkan perkumpulan dan dikhawatikan akan berakibat 

akan tertular  virus covid-19, mulai dari kegiatan keagaman, resepsi pernikahan, dan 

kegiatan umum yang lainnya. Pemerintah kota Surabaya sudah membuat peraturan 

tentang pembatasan yang berada dikota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan 

walikota Surabaya no 16 tahun 2020, yang disesuaikan dengan pemerintah pusat 

dikarenakan wewenang sepenuhnya seblum melaksanakan PSBB berada di pemerintah 

pusat untuk merapkan suatu aturan tentang penanggulangan virus covid-19. 
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